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DASAR HUKUM

Undang-Undang No.11 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah No.1 tentang Cagar Budaya

Tahun 2022 tentang

Register Nasional dan ° ‘ Peraturan Menteri
Pelestarian Cagar Budaya \ Pendidikan, Kebudayaan,

* Riset, dan Teknologi No.36
Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Register
Nasional Cagar Budaya




UU No.11 Tahun 2010 PP No.1 Tahun 2022 Permendikbudristek
No.36 Tahun 2023

Pasal 41
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dapat melakukan

pemeringkatan Cagar Budaya
berdasarkan kepentingannya
menjadi peringkat nasional,
peringkat provinsi, dan
peringkat kabupaten/kota
berdasarkan rekomendasi
Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 39
(1) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
paling sedikit memuat nama dan alamat
Cagar Budaya.
(2) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
a. identitas Cagar Budaya;
b. deskripsi Cagar Budaya;
c. kriteria Cagar Budaya; dan
d. nama pemilik dan/atau yang menguasai
Cagar Budaya.
|ldentitas Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf a paling

(3)

sedikit memuat batas, koordinat, peta,
dan/atau foto.
(4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit
memuat ukuran, bentuk, bahan, dan warna.

Pasal 37 ayat (1)
Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan menetapkan
status ODCB menjadi Cagar
Budaya dan  menentukan
peringkat Cagar Budaya
melalui keputusan berdasarkan
rekomendasi Tim Ahli Cagar
Budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35.



UU No.11 Tahun 2010 PP No.1 Tahun 2022 Permendikbudristek No.36
Tahun 2023

Pasal 44
Cagar Budaya dapat ditetapkan
menjadi Cagar Budaya peringkat

kabupaten/kota apabila memenuhi

syarat:

a. sebagai Cagar Budaya yang
diutamakan untuk dilestarikan
dalam wilayah kabupaten/kota;

b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancamannya tinggi;
d. jenisnya sedikit; dan/atau

e. jumlahnya terbatas.

Pasal 45
Pemeringkatan  Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 untuk tingkat nasional
ditetapkan dengan Keputusan
Menteri, tingkat provinsi dengan

Keputusan Gubernur, atau tingkat
kabupaten/kota dengan Keputusan
Bupati/Wali Kota.

Pasal 40

Keputusan peringkat Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 paling sedikit memuat:
a. nama Cagar Budaya;
b. alamat atau lokasi

Budaya;
c. peringkat Cagar Budaya; dan
nama pemilik dan/atau yang
menguasai Cagar Budaya.

Cagar

Q

Pasal 43
Keputusan peringkat Cagar Budaya
melalui keputusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. nama Cagar Budaya;
b. alamat atau lokasi
Budaya;
c. peringkat Cagar Budaya; dan
d. nama pemilk dan/atau yang
menguasai Cagar Budaya.

Cagar

Pasal 45
Gubernur dan bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangan

menyampaikan salinan keputusan
Penetapan dan/atau keputusan
peringkat Cagar Budaya kepada
Menteri.



PENETAPAN & PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA
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Penetapan status
CB oleh
Bupati/Walikota (30
hari)

Pemerintah
kabupaten/kota
menyampaikan
hasil penetapan
kepada pemerintah
provinsi

Pemeringkatan CB
oleh Menteri,
Gubernur, atau
Bupati/Walikota




LEGAL DRAFTING KEPUTUSAN
PENETAPAN/PEMERINGKATAN
CAGAR BUDAYA
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DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022



JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; dan

NS n s

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011

Kedudukan Peraturan Menteri?

¥

1. Merupakan salah satu jenis peraturan
perundang-undangan selain sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12
Tahun 2011;

Diakui keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kewenangan.

Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011



PERATURAN DAN KEPUTUSAN

PERATURAN KEPUTUSAN
abstrak konkrit
R individual

Terus-menerus final



FORMAT KEPUTUSAN
PENETAPAN PERINGKAT

(PERMENDIKBUDRISTEK
NO.36 TAHUN 2023)

II1. Format Surat Keputusan Penetapan Peringleat Cagar Budaya

FEANCANGAN
KEPUTUSAN MENTERI ) GUBEENUR,/BUPATI,/WALI KOTA
NOMOE ... TAHUIN ...
TENTANG
PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA /BANGUNAN CAGAT
BUDAYA/STRUKTUE CAGAR BUDAYA/SITUS CAGARE BUDAYA /KAWASAN
CAGAERE BEUDAYA . ... inama Cagar Budaya)
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA /BANGUNAN CAGAR BUDAYA /STRUKTUR CAGAR
BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA /KAWASAN CAGAR BUDAYA CAGAR
BUDAYA PEEINGEAT KABTUPATEN /KOTA /PROVINSI / NASIONAL

-MENTEFRL/GUBEFRFNUE /BUPATI/WALI EOTA,

Menimbang

0o

Mengingat

BoNFm

=t.

MEMUTUSEKAN
Menetaplkan

KESATU
KEDLIA
KETIGA
KEEMPAT
KELINMA

Ditetaplkan di ....
pada tanggal, bulan, tahun

-MENTEFRIL/GUBEFRNUE BIUTPATI WALI KOTA

TTI.

(ANLA)




KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 286/M /2024
TENTANG

PENETAPAN SITUS CAGAR BUDAYA PURA PUCAK PENULISAN
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,
pemeringkatan Cagar Budaya tingkat nasional ditetapkan
dengan Keputusan Menteri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
tentang Penetapan Situs Cagar Budaya Pura Pucak
Penulisan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat
Nasional;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 5168);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6756);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 198);

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

4 -Inek

-9

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN SITUS CAGAR
BUDAYA PURA PUCAK PENULISAN SEBAGAI SITUS CAGAR
BUDAYA PERINGKAT NASIONAL.

Menetapkan Situs Cagar Budaya Pucak Penulisan sebagai
Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU beralamat atau berlokasi di Jalan Raya Kintamani-
Singaraja, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli, Provinsi Bali.

Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dimiliki oleh Desa Adat Sukawana dan dikelola oleh
masyarakat Bali Mula (Banua Gebog Domas) Desa Adat
Sukawana.

Penetapan Situs Cagar Budaya sebagai Situs Cagar Budaya
Peringkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar
Budaya Nasional.

Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap
Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Juli 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

WIR 97 860262000122001



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR: B.108/21/08/2024

TENTANG

PENETAPAN FRASASTI BATU BEDIL SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS

Menimbang

Mengingat

=

BUPATI TANGGAMUS

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor: KM.12/PW.007/MEP/2004 tentang
Penetapan Situs Taman Purbakala Pungungraharjo, Situs
Megalitik Kebon Tebu/Batu Beral, Situs Megalitik Batu
Jagur, Situs Megalitilk Batu Bedil, Situs Prasasti Batu
Bedil, Situs Megalitic Batu Gajah, dan Situs Prasasti
Palas Pasemah yang Berlokasi di Wilayah Provinsi
Lampung sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau
Kawasan yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

bahwa dengan adanya Rekomendasi dari Tim Ahli Cagar
Budaya Kabupaten Tanggamus Nomor: 800/53/21.TACB
Tanggamus/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang
Penetapan dan Pemeringkatan Prasasti Batu Bedil sebagad
Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah
Nomor 1 tahun 2022 tentang Repister Nasional dan
Pelestarian Cagar Budaya, berdasarkan rekomendasi Tim
Ahli Cagar Budaya Kabupaten Tanggamus, Bupati sesuai
dengan kewenangan menetapkan status Objek yang
Diduga Cagar Budaya (ODCB) menjadi Cagar Budaya dan
menentukan peringkat Cagar Budaya melalu keputusan;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ tersebut di
atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus
tentang Penetapan Prasasti Batu Bedil sebagad Benda
Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tanggamus.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1397 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3667);

Memperhatikan

Menetapkan
KEBATU

KEDUA

KETIGA

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya. (Lembaran Negara Republit Indonesia Tahun
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republikc
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republilz Indonesia Nomor 6381);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan
Kebudayaan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Register Nasional dan Peletarian Cagar Budaya (Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Tahun 2022 Nomer 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6756);

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan
Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2018 Nomor 133).

Rekomendasi Tim Ahh Budaya Kabupaten
Tanggamusn Nomor: 800/53/21.TACB Tanggamus,/2024
tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan dan
Pemeringkatan Prasasti Batu Bedil sebagai Benda Cagar

Budaya Peringlat Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

Prasasti Batu Bedil sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat
Kabupaten Tanggamus dengan data, foto, kondisi elsisting,
lokasi persil, deskripsi dan batas-batas bangunan dan
lingkungan Cagar Budaya sebagaimana tercanfum dalam
lampiran keputusan ini;

Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap
Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2010 tentang Cagar Budaya beserta peraturan
pelaksanaannya.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya
Keputusan ini diberikan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

KEEMPAT

Tembusan:

Keputusan inf sulat berlak pada tanggal ditetapkan dengan
betenfuan apabila dikemudian an temyata terdapat
keleiruan dan Keputusan ind akan diadakon perbatkan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Kota Apung
Pada tangeal 7 Februan 2024

B/ BYPATITANGAAMUS,

/
|

MULYADTREAN

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologt Rl di Jakarta
2. Inspekiur Daerah Kabupaten Tangzamus;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan [novast Daerah Kabupaten

Tanggamus.



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH
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